PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN

NOMOR 02 TAHUN 2001

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR TAHUN ANGGARAN DAN SISA

PERHITUNGAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TARAKAN

TAHUN ANGGARAN 2000

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TARAKAN,

Menimbang . bahwa Pertanggungjawaban akhir tahun anggaran dan Sisa
Perhitungan Anggaran  Pendapatan dan Belanja Dagrah Kota
Tarakan Tahun Anggaran 2000 perlu ditetapkan dengan Peraturan
Daerah ;

Mengingat S

10.

Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat |1 Tarakan ;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah ;

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana
Perimbangan ;

Peraturan Pemerintah  Nomor 105 Tahun 2000 tentang
Pengel olaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;

Peraturan Pemerintah  Nomor 106 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan dan  Pertanggungjawaban Keuangan dalam
Pelaksanaan Dekosentras dan Tugas Pembantuan ;

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman
Daerah ;

Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 10 Tahun 2000 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tarakan Tahun
Anggaran 2000;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang
Petunjuk/Pedoman Tata Administras Bendaharawan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang
Pel aksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 2 Tahun 1996 ;

11. Peraturan ......



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang
Tuntutan Perbendaharawan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan
dan Barang Dagerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 909-269 Tahun 1987
tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dagerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987
tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998
tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;,

Keputusan Walikota Tarakan Nomor 11 Tahun 2000 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 ;

Keputusan Walikota Tarakan Nomor 21 Tahun 2000 tentang
Penyempurnaan Keputusan Walikota Tarakan Nomor 11 Tahun
2000 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan
Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2000 ;

Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Tarakan Nomor 21/PIMP-DPRD/2000 tangga 26 Oktober 2000
tentang Persetuyjuan Penyempurnaan Penjabaran Anggaran
Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 ;

Dengan per setujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan . PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN TENTANG
PERTANGUNGJAWABAN AKHIR TAHUN ANGGARAN
DAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2000.

Pesal 1

Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000
sgumlah Rp. 49.753.884.277.46 terdiri atas

a. PENDAPATAN
- Pendapatan

b. BELANJA

1. Rutin...............

2. Pembangunan ...
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.................................. Rp. 49.753.884.277.46

Rp. 18.402.342.664.13
Rp. 30.738.236.986.00

Rp. 49.140.579.650.13




Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Berlebih/berkurang ...........ccoveiiiiii Rp. 613.304.627.33

Pasal 2

Jumlah Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2000 adalah

sebagai berikut
a Pendapatan........cooooiiiiiiininnn. Rp. 452.867.158,00
b. Belanja : Rp. 452.867.158,00

Sisa Urusan Kas dan Perhitungan berlebih/berkurang

Pasal 3

(1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, menurut C-1/A sebagaimana tercantum dalam
Lampiran | Peraturan Daerah ini ;

(2) Bentuk dan Susunan Perhitungan Kas dan Pencocokan antara Sisa Kas dan Sisa
Perhitungan APBD menurut C.1I sebagaimana tercantum dalam Lampiran |l Peraturan
Daerahini ;

(3) Rincian dan Ringkasan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

a

Lampiran Peraturan Daerah (C-l) sebagaimana tercantum dalam Lampiran |11
Peraturan Daerah ini;

Perhitungan Pendapatan (C/I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1V
Peraturan Daerah ini;

Ringkasan Perhitungan Pendapatan (Lampiran C/1) sebagaimana tercantum dalam
Lampiran V Peraturan Daerah ini;

Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R) sebagaimana tercantum dalam
Lampiran V Peraturan Daerah ini;

Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin )Lampiran (C/I/R) sebagaimana tercantum
dalam Lampiran VIl Peraturan Daerah ini;

Perhitungan Belanja Pembangunan (C/I/P) sebagaimanan tercantum dalam
Lampiran VIl Peraturan Daerah ini;

Ringkasan Perhitungan Belanja Pembangunan (Lampiran C/I/P) sebagaimana dalam
Lampiran I X Peraturan Daerah ini.

(4) Rincian Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) dimaksud Pasal 1 yaitu :

a.  UKP Penerimaan menurut C/IPIUKP sebagaimana Lampiran X Peraturan Daerah

b.

ini;
UKP Belanja menurut C/I1B/UKP sebagaimana Lampiran XI Peraturan Daerah ini;
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Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasa 3 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5
Peraturan Daerah ini mulai berlaku padatanggal ditetapkan.

Agar supaya setigp orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkandi T arakan
Padatanggal 2 April 2001
WALIKOTA TARAKAN,

dr. H. JUSUF SK
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